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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin hari 

semakin marak  terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, 

dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi, sehingga tidak menutup 

kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang.  

 Hukum sendiri dianggap dapat berfungsi dengan baik apabila bisa 

memberikan rasa kenyamanan, keamanan serta keadilan pada masyarakat. 

Menurut J.C.T Simorangkir, S,H dan Woerjono Sastropranoto, S,H. Hukum 

bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran 

mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan-tindakan, 

yaitu dengan hukum tertentu.1 

 Meski sudah jelas setiap perbuatan pidana dilarang tetapi tindak pidana 

sendiri semakin marak terjadi dan berkembang bentuk dan jenisnya. Salah satu 

tindak pidana yang sering terjadi yakni pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah 

satu cara pembuatan pemalsuannya dengan cara meniru isi suatu surat.2 Dalam 

hukum di Indonesia Pemalsuan sendiri jika dilihat didalam KUHP, memiliki 

                                                 
1   C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986), Hlm. 38. 
2 https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan diakses pada 22 april, pukul 14:00 
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beberapa jenis pemalsuan. Salah satu jenis pemalsuan yakni yang terdapat pada pasal 

263 sampai dengan pasal 276.3  

       Tindakan Pemalsuan atas suatu surat jika dilihat dari unsur-unsurnya terdiri atas:  

(1) Surat yang menimbulkan suatu hak, perjanjian hutang, dan juga digunakan 

oleh seseorang untuk membuktikan sesuatu. 

(2) pembuatan surat secara palsu dimana surat yang ada telah tidak benar dari 

awalnya. Sedangkan Perbuatan memalsuakan isi surat yang awalnya benar 

tetapi ditambahi sesuatu yang membuatnya menjadi berbeda atau palsu.  

(3) Penggunaan suratnya untuk diri sendiri ataupun dengan menyuruh orang 

lain. 

(4) Dalam perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. 

Pemalsuan surat sendiri banyak ditemukan di lingkungan masyarakat yang. salah 

satunya yakni pemalsuan akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah suatu tanda bukti 

yang isinya mengenai keterangan tentang seorang anak bergunaa dalam menyimpan 

suatu keterangan mengenai anak tersebut, yang di buat dalam bentuk sebuah kertas 

yang bentuknya berupa dicetak.4 Menurut pasal 5 UU No.23 Tahun 2002 tentang 

Perindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini di tegaskan pada pasal 

27 ayat (1) dan (2) menyatakan : 

                                                 
3 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

Hlm. 11. 
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_kelahiran diakses pada 22 april 2020, pukul 15.40 WIB 
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(1)   “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. 

(2)  “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Akta   

Kelahiran”. 

      Berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satu hal 

yang diatur didalam undang-undang tersebut yaitu mengenai akta kelahiran. Di 

dalam kehidupan sehari-hari pemalsuan mengenai dokumen negara yaitu Akta 

Kelahiran adalah hal yang biasa, padahal perbuatan tersebut dapat merugikan 

berbagai pihak. 

Masyarakat di era modern cenderung berpikir atau berperilaku untuk 

mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah, hal tersebut membuat kasus 

pemalsuan surat semakin marak terjadi padahal surat berupa akta kelahiran bisa 

menimbulkan sanksi terhadap pelaku yang melakukannya.  

Menurut pasal 263 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana:5  

(1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbukan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 

isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

                                                 
5
 Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun.” 

(2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat 

itu dapat menimbulkan kerugian.” 

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan (2):6 

1) Dalam pasal ini perbuatan pemalsuan surat dapat memberikan sanksi pidana 

kepada pelakunya selama 8 (delapan) tahun lamanya jika terbukti 

melaukan pemalsuan terhadap akta otentik, surat pembebasan hutang 

seseorang, dan surat yang dapat dijadikan bukti akan suatu hal.  

2)  Pelaku yang apabila melakukan perbuatannya telah memenuhi unsur sesuai 

pada ayat ke (1) dapat diajtuhi hukam pidana. 

Meskipun didalam pasal 263 dan 264 KUHP jelas mengatakan sanksi bagi 

pelaku yang memalsukan surat, hal tersebut tidak lantas membuat para pelaku 

pemalsuan surat jera. Salah satu kasus pemalsuan surat berupa Akta Kelahiran terjadi 

pada putusan yang dijatuhkan di pengadilan negeri klaten putusan Nomor 

120/PID.B/2014/PN.KLN. Di dalam putusan tersebut majelis hakim memvonis A. 

Nugroho Ari Pahlevianto telah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat 

(1) yaitu telah melakukan perbuatan pemalsuan yang dilakukan secara berlanjut. 

Terdakwa yang bekerja sebagai petugas Dinas Kependudukan dan              

                                                 
6
 Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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Pencatatan Sipil Kab. Klaten pada bagian staff pendaftaran penduduk dikenalkan 

oleh saksi Sumarno dengan saksi Muklis Febi Anggono yang saat itu akan 

mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. Saksi Muklis Febi Anggono berniat untuk 

membuat program pelayanan warga (akta masal). Terdakwa menawarkan untuk 

membuatkan Akta Kelahiran, setelah saksi Muklis Febi Anggono menyetujui, 

terdakwa mebuatkan akta kelahiran yang awalnya sebanyak 10 (sepuluh) hingga total 

pembuatan akta kelahiran sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) lembar 

akta kelahiran. saksi Muklis Febi Anggono berjanji akan memberikan imbalan 

pembuatan tiap perlembar Akta Kelahiran. Tanpa di ketahui oleh saksi Muklis Febi 

Anggono, terdakwa membuatkan akta kelahiran tidak sesuai prosedur pembuatan 

akta kelahiran, yaitu tidak diregister di buku akta kelahiran Dukcapil Kabupaten 

Klaten, blanko yang di gunakan terdakwa untuk membuat akta kelahiran juga dari 

sisa-sisa blanko tahun 2011 yang sudah tidak terpakai lagi dan tanpa seizin saksi 

Joko Wiyono selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten tanda tangannya 

dipalsu oleh terdakwa dengan cara di scanner sehingga bukan tanda tangan asli saksi 

Joko Wiyono. 

Pada kasus yang sama yaitu kasus pemalsuan surat yang salah satunya yaitu 

akta kelahiran terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta pusat dengan 

putusan Nomor 167/PID.B/2016/PN.JKT.PST. Majelis hakim memvonis Indra 

Khameswara telah melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) yaitu 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana 

Membuat Surat Palsu Terhadap Akta Otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal   



6 
 

 

 

264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan informasi dari seorang informan diketahui 

terdakwa telah membuka praktik pemalsuan surat berupa dokumen-dokumen penting 

didalam kios nya yaitu Indra Printing. Terdakwa sendiri telah beroprasi sejak tahun 

2013. Salah satu temuan yaitu Surat Akta Kelahiran Nomor 10.369/JT/KLTB/2015 

tertanggal 22 September 2015 atas nama Margaretha Geetruida Maria Segers yang 

tengah  dipalsukan oleh terdakwa, atas permintaan atau pesanan Doni (DPO). 

Menurut Staff Seksi Pencatatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu saksi Sabarudin S,Sos Surat Akta Kelahiran 

Nomor 10.369/JT/KLTB/2015 atas nama Margaretha Geetruida Maria Segers, 

menurut saksi nama tersebut tidak terdaftar di buku Dinas Catatan Sipil Jakarta 

Timur dan dapat dipastikan jika Surat Akta Kelahiran Tersebut adalah palsu. Selain 

akta kelahiran di temukan juga blangko kosong berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat 

Akta Perkawinan, dan Surat Akta Perceraian yang biasa dibuat terdakwa dengan 

harga berkisar antara Rp.10.000 s/d Rp.25.000 per lembarnya (sepuluh ribu rupiah 

sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah per lembarnya). Akibat perbuatan 

terdakwa Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi 

Jakarta Timur menderita kerugian secara non materil. 

Selain itu juga pada pengadilan negeri Kupang terdapat kasus pemalsuan surat 

lainnya yang dalam putusannya Nomor 56/PID.B/2013/PN.KPG, Berawal ketika 

hubungan rumah tangga dari saksi korban dan Terdakwa berakhir dengan perceraian 

sehingga kemudian keduanya terpisah, anak yang lahir dari perkawinan 
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antara Terdakwa dan saksi korban diminta oleh pihak sekolahnya memasukkan 

biodata siswa untuk ujian Nasional yang antara lain Akta Kelahiran. Mengetahui hal 

tersebut Terdakwa mengambil Akta Kelahiran anaknya tersebut lalu menghapus 

dengan cara mengtipe-X nama mantan istri/ibu kandung dari anaknya yaitu Dely 

Sofiana Ndoun diganti menjadi Nelcillia P.Odjah istri terdakwa sekarang dan 

kemudian terdakwa serahkan ke sekolah sang anak, saksi korban mengetahui hal 

tersebut merasa tidak dihargai dan seolah-olah terdakwa memutuskan hubungan 

darah antara saksi korban dan anak, saksi korban pun melaporkan perbuatan mantan 

suaminya tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut Penulis ingin mengetahui apa yang dapat 

dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan suatu putusan 

terhadap terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat akta kelahiran dan 

bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Pidana yang pelaku dapatkan dengan 

melakukan pemalsuan surat Akta Kelahiran. Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran”. 

 

B. Rumusah Masalah  

Perumusan masalah berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka 

dapat dirumuskan beberapa rumusan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu : 
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1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan 

surat akta kelahiran ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran. 

2. Untuk menganalisis pemahaman mengenai Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam perkembangan tindak 

pidana Pemalsuan Surat Akta Kelahiran beserta pemalsuan surat lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan 

bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan khususnya        
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 menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya. 

 

E. Kerangka Teori 

Didalam kerangka teori ini, teori yang dimuat berdasarkan acuan penulis 

dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas.7 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur tertetu salah satu 

unsur yang mempengaruhinya yaitu adanya unsur kesalahan. Walaupun di 

dalam pertanggungjawaban pidana bisa saja muncul unsur lainnya yang salah 

satunya yaitu berupa pertanggungjawaban pengganti.  

Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau 

menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan 

sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya 

dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada 

kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.8 

                                                 
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitiaan Hukum,  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 73. 
8 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta, Bina 

Aksara, 1993), hlm. 49. 
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Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ia 

belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur 

pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh yaitu:9 

1. Harus adanya perbuatan pidana 

2. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  

3. Dilakukan dari adanya kesalahan berupa sengaja maupun dalam 

keadaan lalai.  

4. Tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana. 

Berdasarkan unsur diatas tidak bisa dipidana seseorang hanya karena 

ia melakukan perbuatan pidana jika belum memenuhi kesemua unsur diatas.  

Pada unsur ketiga dimana adanya kesalahan yaitu berarti perbuatan 

tersebut dapat berupa kesalahan dari orang yang melakukan secara sengaja 

ataupun melakukan kesalahan tersebut secara lalai atau tidak disengaja.  

Sengaja yaitu apabila munculnya kesalahan orang tersebut telah mengetahui 

akibat dari perbuatannya dan ia masih tetap melakukannya.10 

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang 

sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan 

sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;11 

                                                 
9 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,  (Jakarta: Aksara Baru, 

1981),  hlm. 45. 
10 Moeljatno, Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta, 

Binaksara, 1993), Hlm. 51. 
11 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , (Bandung : Refika Aditama, 

2011), hlm. 120. 
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a. Sifat tercela ( umumnya ini merupakaan syarat yang tidak ditulis) 

bagi suatu  perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi 

pelakunya sudah dapat dicela  (verwijtbaar) karena melakukan 

perbuatan yang tidak terpuji. 

b. Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), 

karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu 

penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut 

sebagai roekeloos. 

c. Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam Pasal 359 

KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati. 

Perbuatan yang tidak sesuai aturan atau melanggar hukum tidak dpat 

langsung dijatuhi hukuman.12 

 

2. Teori Putusan dan Pertimbangan Hakim 

Di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menunjukan hakim 

bebas dalam menjatuhkan putusannya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 50 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “dalam 

memberikan keputusan hakim memberikan pertimbangan dari putusan yang 

diajukan, berupa hukum tertulis dan juga berdasarkan pertimbangan lain yang 

tidak termuat didalam hukum”. 

                                                 
12 Moeljitno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hlm. 2-3. 
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Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakaan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

dalam suatu perkara: 

1). Teori Keseimbangan : 

Hakim dalam menentukan pertimbangannya tidak hanya 

berdasarkan undang-undang tetapi diharapkan hakim juga harus 

hakim mempertimbangkan kepentingan semua pihak agara terjadinya 

suatu keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat.  

 2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi : 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakaan diskresi atau 

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan 

hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi 

setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak 

terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

 3). Teori Pendekatan keilmuaan : 

Pada teori ini hakim diharapkan tidak hanya memutuskan 

berdasarkan pendapat sendiri melainkan juga harus dengan 

pertimbangan pengetahuan yang mendalam.  

 4). Teori Pendekatan pengalaman : 

  Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap 

hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat 
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mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara 

pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

 5). Teori Ratio Decidendi : 

Pada teori ini hakim dalam pertimbangannya untuk 

menjatuhkan putusan melihat dari permasalahan utama yang sedang 

disengketakan ditambah berdasarkan peraturan yang digunakan hakim 

demi menentukan keadilan bagi tiap pihak berperkara.13 

Berdasarkan pasal 184 KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan pidana menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan : 

a) Pertimbangan yuridis 

b) Pertimbangan non yuridis 

c) Pertimbangan Filosofis 

d) Pertimbangan  Sosiologis 

 

F.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup peneitian dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini 

berkenaan dengan Hukum Pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran, 

dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan 

Surat Akta Kelahiran. 

 

                                                 
13 Michael Zender, The Law Making Process Translate, (Jakarta : Bloomsbury, 2004), hlm. 112. 
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G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.14 Metode 

penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian yang menjadi permasalahan.15
 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian berupa perundang-undangan digunakan untuk 

mengetahu peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan Pendekatan kasus 

yaitu pendekatan putusan yang telah di putus yang berkaitan dengan 

perkara pidana.16 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer, sekunder dan 

tersier, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas   

dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari perundang-                

                                                 
14 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 17. 
15 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14 
16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia 

Publishing, 2006), hlm. 321. 
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undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.17 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan 

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan   

Kehakiman 

5. Putusan Pengadilan Negeri No.120/PID.B/2014/PN.KLN 

6. Putusan pengadilan Negeri No.167/PID.B/2016/PN.JKT.PST 

7. Putusan Pengadilan Negeri No.56/PID.B/2013/PN.KPG 

b) Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang sifatnya 

bukan dokumen resmii18. Berupa bahan seminar, jurnal, laporan 

penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier adalah Bahan-bahan hukum yang terdiri seperti 

kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum atau majalah yang 

berkaitan, kamus hukum, hasil-hasil penelitian dan lain-lain.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

                                                 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), hlm. 181. 
18 Ibid., hlm. 98. 



16 
 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data-data, yang dapat 

diperoleh dari bahan primer, sekunder, tersier.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

metode metode analisis sistematis kualitatif, yaitu menjelaksan data-data 

secara teratus dan sistematis agar dapat lbih mudah meahami pokok 

permasalahan yang akan diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan bersifat deduktif dimana 

penjelasan yang diambil bersifat umum kemudian dari penjelaan tersebut 

diambil kesimpulan yang bersifat khusus.  
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